
 
 

63 
 

     BAB IV 

TEMUAN DAN ANALISIS 

A. Hasil Wawancara 

Untuk memenuhi data informasi, maka peneliti mengambil 3 tergugat 

sebagai tambahan informan dalam penelitian ini yang sebelumnya 

mengambil 5 tergugat sebagai studi awal penulis. Berdasarkan wawancara 

peneliti dalam kegiatan riset, maka diperolehlah gambaran dari sikap 

tergugat terhadap putusan hakim yang mengimplementasikan PERMA 

Nomor 3 Tahun 2017 dengan mengklasisfikasikan 3 kategori sikap, 

sebagai berikut: 

1) Identitas informan 1  

Nama  : Tergugat 

Pendidikan  : D2 

Pekerjaan  : PNS 

Alamat   : Kabupaten Banjar 

Pembebanan  : Rˑpˑ. 6ˑ.000ˑ.000ˑ,- (nafkah iddah, mut’ahˑ dan anak) 

No Perkara  : 292/Pdt.G/2021/PA.Mtp 

Beliau mengatakan bahwasanya tidak tahu kalau ada PERMA yang 

mengatur hak-hak perempuan pasca perceraian, meskipun begitu 

beliau sangat mengapresiasi terhadap pemerintah yang telah 

membuat PERMA tersebut, yang menurut beliau dengan adanya 

PERMA tersebut hak-hak perempuan pasca perceraian menjadi 
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terjamin termasuk pembebanan yang diberikan oleh hakim kepada 

beliau itu termasuk bentuk dari penerapan dari PERMA tersebut. 

Beliau merasa tidak keberatan sama sekali dalam menjalankan 

putusan hakim yang meingplementasikan PERMA tersebut hingga 

beliau diberikan pembebanan lantaran beliau taat hukum, beliau 

merasa jika hakim telah memutuskan begitu keadaannya harus 

dijalankan putusan tersebut karena hakim memutuskan ada dasar 

hukumnya dan beliau merasa apa yang telah diputuskan oleh hakim 

ialah adil menurut hukum meskipun beliau sebelumnya tidak pernah 

mengahdiri persidangan sekalipun.100 

2) Identitas informan 2  

Nama   : Tergugat 

Pendidikan  : SLTA 

Pekerjaan  : Karyawan Toko 

Alamat   : Kabupaten Banjar 

Pembebanan  : Rp. 3.000.000,- (nafkahˑ iddahˑ danˑ mut’ahˑ) 

Noˑ Perkara  : 117/Pdtˑ.Gˑ/2021/PA.Mtp 

Sebelumnya beliau tidakˑ tahu adanya PERMA yangˑ mengaturˑ hakˑ-

hakˑ perempuanˑ pascaˑ perceraianˑ, namun beliau berpendapat tidak 

keberatan atau menerima dengan putusan hakim walaupun beliau 

tidak pernah menghadiri persidangan karena menurut beliau sah saja 

jika hakim memutuskan suatu perkara jika ada dasar hukumnya atau 

                                                           
100

 Wawancara dengan tergugat pada 23 Juni 2021  media whatsapp pukul 18.00 wita 
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payung hukumnya yaitu PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tersebut. 

Dalam putusan hakim ada perintah membayar pembebanan berarti 

harus dijalankan mau bagaiamana pun kondisinya tentu 

pembebanan tersebut untuk kebaikan bersama juga karena untuk 

memenuhi hak mantan istri, tak masalah memberikan nafkah 

kepadanya karena hitung-hitung sebagai pemberian terakhir 

sebelum berpisah.101 

3) Identitas informan 3 

Nama   : Tergugat  

Pendidikan  : SLTA 

Pekerjaan  : Jasa Pangkas Rambut 

Alamat   : Kabupaten Banjar 

Pembebanan  : Rp. 3.000.000,- (nafkah iddah, mut’ah dan anak) 

No Perkara : 220/Pdtˑ.Gˑ/2020ˑ/PAˑ.Mtpˑ 

Beliau mengatakan bahwaˑ tidak tahu apa itu PERMA, beliau 

merasa kurangnya Pendidikan beliau membuat beliau tidak tahu 

menahu terhadap putusan hakim yang mengimplementasikan 

PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tersebut. Beliau mengatakan bahwa 

sebenarnya keberatan atas adanya pembebanan yang diberikan 

kepada beliau karena atas dasar pendapatan beliau yang dibawah 

rata-rata terlebih pekerjaan beliau hanya jasa pangkas rambut yang 

tidak menentu pendapatannya dalam sehari. Namun beliau terpaksa 
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 Wawancara dengan tergugat pada 23 Juni 2021 secara langsung dikediaman tergugat  

pukul 11.00 wita 
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menjalankan putusan hakim tersebut lantaran beliau ingin 

memanfaatkan akta cerai tersebut guna keperluan untuk menikah 

lagi, jadi sangat terpaksa harus melunasi pembebanan tersebut.102 

4) Identitas informan 4 

Nama   : Tergugat 

Pendidikan  : SLTA 

Pekerjaan  : Security 

Alamat   : Kabupaten Banjar 

Pembebanan  : Rp. 500.000,- (nafkah anak) 

No Perkara  : 294/Pdt.G/2020/PA.Mtp 

Beliau mengatakan bahwa tidak tahu PERMA itu apa walaupun ada 

dalam putusan hakim namun beliau tidak peduli. Walaupun 

pembebanan yang diberikan hakim kepada beliau dikatakan sedikit 

namun awalnya beliau juga merasa keberatan lantaran beliau merasa 

tidak pernah mengahdiri persidangan yang beliau artikan tak pernah 

memberikan keterangan penghasilan beliau berapa dan mampu atau 

tidak. Beliau sangat meyayangkan dan bertanya-tanya kenapa hakim 

bisa memberikan pembebanan tersebut, akan tetapi putusan hakim 

tersebut tetap beliau laksanakan karena pembebanan tersebut 

diberikan untuk menfkahi anak beliau, jadi mau tidak mau harus 

dijalankan walaupun sebenarnya keberatan. Beliau mengatakan jika 

pembebanan tersebut diberikan kepada mantan istri, beliau sangat 
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 Wawancara dengan tergugat pada 09 Juni 2021 secara langsung  di Pengadilan Agama 

Martapura pukul 10.00 wita 
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keberatan dan beliau mengatakan tidak mau membayar kalua nafkah 

tersebut untuk mantan istri, namun karena pembebabanan tersebut 

diberikan untuk anak mau tidak mau, dan suka tidak suka harus 

dijalankan walaupun secara terpaksa.103 

5) Identitas informan 5 

Nama   : Tergugat 

Pendidikan  : SLTA 

Pekerjaan  : Pedagang 

Alamat   : Kabupaten Banjar 

Pembebanan  : Rp. 3.000.000,- (nafkahˑ iddahˑ danˑ mut’ahˑ) 

Noˑ Perkara  : 26/Pdtˑ.Gˑ/2020ˑ/PAˑ.Mtp 

Sebelumnya beliau tidakˑ tahu apa yang dimaksud dengan PERMA 

apalagi ada PERMA yang mengatur hak-hak perempuan pasca 

perceraian, ketika proses perceraian pun beliau tidak pernah 

menghadiri persidangan tentu membuat beliau tidak tahu apa-apa 

terkait adanya pembebanan yang diberikan kepadanya. Beliau 

menyampaikan terkejut saat tahu bahwasanya harus melunasi 

pembebanan tersebut sebelum mengambil akta cerai dan awalnya 

keberatan untuk membayar karna pekerjaan beliau hanya pedagang 

yang minim penghasilan. Namun bagaimanapun keadaannya beliau 

harus melunasi pembebanan tersebut dengan terpaksa lantaran 

beliau perlu akta cerai tersebut untuk keperluan peminjaman modal 
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 Wawancara dengan tergugat pada 09 Juni 2021  secara langsung di Pengadilan Agama 

Martapura pukul 14.30 wita 



68 
 

 
 

dibank.104 

6) Identitas informan 6 

Nama   : Tergugat 

Pendidikan  : SLTA 

Pekerjaan  : PT. Kedaung Group 

Alamat   : Kabupaten Banjar 

Pembebanan  : Rp. 2.000.000,- (nafkahˑ iddahˑ danˑ mut’ahˑ) 

Noˑ Perkara  : 617/Pdtˑ.Gˑ/2021/PAˑ.Mtp 

Beliau mengatakan tidakˑ tahu PERMA itu apa, meskipun begitu 

PERMA tersebut tidak terlalu penting menurut beliau karena beliau 

tidak paham hukum. Pembebanan yang diberikan kepada beliau 

tersebut sangat keberatan karena beliau merasa dirugikan lantaran 

cerai tersebut dikehendaki oleh mantan istri dan beliau terima saja 

digugat cerai, namun beliau menyampaikan kenapa malah dikasih 

pembebanan kepada saya padahal saya sudah tidak peduli lagi 

dengan mantan istri saya. Sampai saat ini beliau belum membayar 

pembebanan tersebut karena keberatan terhadap putusan hakim.105 

 

 

 

 

                                                           
104

 Wawancara dengan tergugat pada 05 Juni 2021 secara langsung di Pengadilan Agama 

Martapura pukul 11.00 wita 
105

 Wawancara dengan tergugat pada 06 Oktober 2021 secara langsung dikediaman 

tergugat pukul 15.00 wita 
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7) Identitas informan 7 

Nama   : Tergugat 

Pendidikan  : SD 

Pekerjaan  : Pedagang 

Alamat   : Kabupaten Banjar 

Pembebanan  : Rp. 1.500.000,- (nafkahˑ iddahˑ, mut’ahˑ danˑ anakˑ) 

No Perkara  : 435/Pdt.G/2021/PA.Mtp 

Beliau menyampaikan tahu terhadap PERMA tersebut karena 

menjadi landasan hukum bagi hakim memutuskan perkara, 

meskipun begitu beliau sangat keberatan atas adanya pembebanan 

yang diberikan kepada beliau karena atas dasar marah dengan 

mantan istri. Beliau menyampaikan tidak mau membayar 

pembebanan tersebut meskipun akta cerai tidak bisa diambil sampai 

sekarang.106 

8) Identitas informan 8 

Nama   : Tergugat 

Pendidikan  : SLTA 

Pekerjaan  : Usaha Budi Daya Ikan 

Alamat   : Kabupaten Banjar 

Pembebanan  : Rp. 3.500.000,- (nafkah iddah, mut’ah dan anak) 

No Perkara  : 455/Pdt.G/2020/PA.Mtp 

Beliau menyampaikan tidak tahu PERMAˑ Nomorˑ 3ˑ Tahunˑ 2017ˑ 

                                                           
106

 Wawancara dengan tergugat pada 30 Oktober 2021 secara langsung dikediaman 

tergugat pukul 16.00 wita 
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yang mengatur hakˑ-hakˑ perempuanˑ pasca perceraian. Beliau 

menyampaikan sangat keberatan terhadap putusan hakim 

Pengadilan Agama Martapura yang memberikan pembebanan 

kepada beliau. Sikap keberatan tersebut dilatarbelakangi oleh 

keadaan ekonomi beliau yang hanya pekerja minim penghasilan, 

selain itu beliau juga menyampaikan sikap keberatan tersebut atas 

dasar jengkel terhadap mantan istri. Beliau menganggap hakim 

merugikan, karena beliau merasa tidak pernah menghadiri 

persidangan yang dalam artian mereka tidak pernah memberikan 

keterangan kepada majelis hakim apakah beliau mampu atau tidak 

diberikan pembebanan. Atas dasar sikap keberatan ini berdampak 

pada akta cerai yang sampai saat ini belum bisa diambil.107 

 

                                                           
107

 Wawancara dengan tergugat pada 15 November 2021 secara langsung dikediaman 

tergugat  pukul 16.00 wita 
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KATEGORI SIKAP TERGUGAT TERHADAP PERMA NOMOR 3 TAHUN 2017 

No Nomor Perkara Sikap Tergugat Dampak Sikap Tergugat 

 

1. 

 

Nomor : 

292/Pdt.G/2021/PA.Mtp 

Nomor : 

117/Pdt.G/2020/PA.Mtp 

 

 

Dalam Putusan Pengadilan 

Agama Martapura Pasca 

Perceraian Tergugat 

Menerima putusan terˑsebut 

sesuai dengan PERMAˑ 

Nomorˑ 3ˑ Tahunˑ 2017ˑ 

tentangˑ Hakˑ-Hakˑ 

Perempuanˑ Berhadapanˑ 

denganˑ Hukumˑ yangˑ 

berlaku. 

Dalamˑ halˑ iniˑ Tergugatˑ tidakˑ keberatan 

danˑ menerima putusan hakim untuk 

membayar pembebanan dikarenakan 

Tergugat mematuhi putusan yang tidak 

pernah mengahdiri persidangan telah 

diputuskan oleh hakim ialah adil 

menurut hukum. Dampak atas sikap 

menerima ini tergugat mendapatkan 

haknya yakni memperoleh akta cerai. 

 

2. 

 

Nomor : 

220/Pdtˑ.Gˑ/2020/PAˑ/Mtp 

Nomorˑ : 

294/Pdtˑ.Gˑ/2020/PAˑ/Mtp 

Nomorˑ : 

26/Pdtˑ.Gˑ/2020/PAˑ/Mtp 

Dalam Putusanˑ Pengadilan 

Agama Martapura Pasca 

Perceraian Tergugat 

Terpaksa menerima putusan 

terˑsebut sesuai dengan 

PERMAˑ Nomorˑ 3ˑ Tahunˑ 

2017ˑ tentangˑ Hakˑ-Hakˑ 

Perempuanˑ Berhadapanˑ 

denganˑ Hukumˑ yangˑ 

berlaku. 

 

Dalam hal ini Tergugat terpaksa 

menerima putusan hakim untuk 

membayar pembebanan dikareˑnakan 

Tergugat tidak mengetahui PERMAˑ 

Nomorˑ 3ˑ Tahunˑ 2017ˑ tentangˑ Hakˑ-Hakˑ 

Perempuanˑ Berhadapanˑ denganˑ Hukumˑ, 

dampaknya Tergugat tetap mendapatkan 

haknya yaitu memperoleh akta cerai 

walaupun dengan berat hati atau 

terpaksa karena memerlukan akta cerai 

tersebut. 
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Sumber : Dibuat sendiri berdasarkan hasil wawancara kepada Tergugat. 

 

 

3. 

Nomorˑ : 

617/Pdtˑ.Gˑ/2021/PAˑ/Mtp 

Nomorˑ : 

435/Pdtˑ.Gˑ/2020/PAˑ/Mtp 

Nomorˑ : 

455/Pdtˑ.Gˑ/2020/PAˑ/Mtp 

 

 

Dalam Putusan Pengadilan 

Agama Martapura Pasca 

Perceraian Tergugat 

Keberatan menerima 

putusan tersebut sesuai 

dengan PERMA Nomor 3 

Tahun 2017 tentang Hak-

Hak Perempuan Berhadapan 

dengan Hukum yang 

berlaku. 

 

Dalamˑ halˑ iniˑ Tergugatkeberatan 

terhadap putusan hakimˑ untuk 

membayar pembebanan dikareˑnakan 

Tergugat tidak mengetahui PERMAˑ 

Nomorˑ 3ˑ Tahunˑ 2017ˑ tentangˑ Hakˑ-Hakˑ 

Perempuanˑ Berhadapanˑ denganˑ Hukumˑ, 

dampak nya Tergugat tidak dapat 

mengambil akta cerai sebelum Tergugat 

membayar pembebanan yang di 

putusankan hakim dan merasa keberatan 

dengan putusan hakim tersebut. 
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B. Analisis Data 

Hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa sikap tergugat atas 

adanya putusan hakim Pengadilan Agama Martapura yang 

mengimplementasikan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tersebut bermacam-

macam sikap. Sikap tersebut timbul dengan berbagai latarbelakang yang 

berbeda-beda oleh tiap tergugat yang diwawancarai.  

Gugat cerai yang dilayangkan oleh mantan istri mereka menjadi salah 

satu alasan dari bermacam-macam sikap mereka terhadap putusan hakim 

terkait pembebanan yang diberikan kepada para tergugat. Ketika proses 

perceraian berlangsung tidak ada sekalipun diantara mereka yang 

mengikuti persidangan hingga putusan mereka putus karena verstek. 

Meskipun putusan verstek masih bisa mengajukan perlawanan (verzet) 

akan tetapi mereka tidak berkeinginan untuk melakukan hal tersebut, 

padahal kebanyakan dari mereka sebenarnya keberatan atas putusan hakim 

tersebut. 

Tujuanˑ pihakˑ-pihakˑ yangˑ berperkaraˑ dalamˑ menyelesaikanˑ perkaraˑ 

perdatanyaˑ kepadaˑ pengadilanˑ adalahˑ untukˑ menyelesaikanˑ perkaraˑ 

merekaˑ secaraˑ tuntasˑ denganˑ putusanˑ pengadilanˑ. Tapiˑ adanyaˑ putusanˑ 

pengadilanˑ sajaˑ belumˑ berartiˑ sudahˑ menyelesaikanˑ perkaraˑ merekaˑ 

secaraˑ tuntasˑ, melainkanˑ kalauˑ putusanˑ tersebutˑ telahˑ dilaksanakanˑ. 

Sehinggaˑ prosedurˑ palingˑ akhirˑ dariˑ suatuˑ perkaraˑ diˑ Pengadilanˑ Agamaˑ 

adalahˑ pelaksanaanˑ putusanˑ, karenaˑ setiapˑ perkaraˑ yangˑ masukˑ keˑ 

pengadilanˑ mempunyaiˑ tujuanˑ mendapatkanˑ putusanˑ yangˑ seadilˑ-adilnyaˑ, 
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tidakˑ terkecualiˑ perkaraˑ yangˑ mengandungˑ unsurˑ pemenuhanˑ hakˑ terebutˑ 

jugaˑ menginginkanˑ keadilanˑ, sepertiˑ halnyaˑ dalamˑ perkaraˑ ceraiˑ gugatˑ diˑ 

Pengadilanˑ Agamaˑ. 

Dalam kasus cerai gugat hakim berhak menjatuhkan verstek lantaran 

tergugat sudah secara resmi dipanggil namun tidak hadir dan tidak 

mewakilkan kepada orang lain serta ketidakhadiran mereka bukan karena 

alasan yang sah sedangkan disisi lain pengguggat hadir dalam persidangan 

daan memohon kepada hakim untuk memberikan keputusan. 

Perkaraˑ Ceraiˑ Gugatˑ sendiriˑ merupakanˑ bentukˑ perceraianˑ yangˑ 

diajukanˑ olehˑ inisiatifˑ istriˑ ituˑ sendiriˑ, bahwaˑ dalamˑ perkaraˑ ceraiˑ gugatˑ 

yangˑ diajukanˑ istriˑ diˑ Pegadilanˑ Agamaˑ, Hakimˑ menggunakanˑ kaidahˑ 

fiqhˑ yangˑ telahˑ dijadikanˑ peraturanˑ perundangˑ-undanganˑ untukˑ memutusˑ 

perkaraˑ tersebutˑ. Selamaˑ iniˑ paradigmaˑ Hakimˑ apabilaˑ istriˑ mengajukanˑ 

ceraiˑ kepadaˑ suamiˑ makaˑ dianggapˑ nusyuzˑ atauˑ membangkangˑ sesuaiˑ 

denganˑ kaidahˑ fiqhˑ, sehinggaˑ istriˑ tidakˑ mendapatˑ hakˑ-haknyaˑ sepertiˑ 

nafkahˑ iddahˑ danˑ nafkahˑ lampauˑ, halˑ iniˑ sesuaiˑ denganˑ kaidahˑ fiqhˑ yangˑ 

telahˑ dijadikanˑ Undangˑ-Undangˑ danˑ Kompilasiˑ Hukumˑ Islamˑ. Alasanˑ 

Hakimˑ tidakˑ memberikanˑ hakˑ-hakˑ istriˑ berupaˑ nafkahˑ iddahˑ danˑ mut’ahˑ 

padaˑ putusanˑ gugatanˑ ceraiˑ yangˑ diajukanˑ olehˑ pihakˑ istriˑ adalahˑ karenaˑ 

denganˑ mengajukanˑ gugatanˑ perceraianˑ ituˑ, istriˑ dianggapˑ nusyuzˑ 

sehinggaˑ penggugatˑ tidakˑ berhakˑ mendapatˑ nafkahˑ iddahˑ. Selainˑ nusyuzˑ, 

Talakˑ akibatˑ ceraiˑ gugatˑ termasukˑ talakˑ ba’inˑ karenaˑ dijatuhkanˑ olehˑ 
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Pengadilanˑ. Talakˑ ba’inˑ yaituˑ talakˑ yangˑ tidakˑ bisaˑ rujukˑ kembaliˑ, jikaˑ 

inginˑ kembaliˑ makaˑ harusˑ menikahˑ kembaliˑ. 

Kemudianˑ munculˑ PERMAˑ Noˑ 3ˑ Tahunˑ 2017ˑ, sesuaiˑ denganˑ 

PERMAˑ tersebutˑ, Mahkamahˑ Agungˑ mengharapkanˑ supayaˑ Hakimˑ dalamˑ 

memutusˑ perkaraˑ perceraianˑ dapatˑ melihatˑ alasanˑ-alasanˑ istriˑ yangˑ 

mengajukanˑ gugatanˑ perceraianˑ tersebutˑ. Praktik pembebanan nafkah 

iddah dan mut’ah diˑ pengadilanˑ agamaˑ sebenarnyaˑ sudahˑ lamaˑ dilakukanˑ, 

hanyaˑ sajaˑ dalamˑ prakteknyaˑ tidakˑ sedikitˑ yangˑ akhirnyaˑ kebingunganˑ 

tentangˑ mekanismeˑ (caraˑ danˑ kapanˑ pelaksanaanˑ) pembayarannyaˑ. Belumˑ 

lagiˑ tidakˑ adaˑ aturanˑ yangˑ menjaminˑ akanˑ dibayarnya nafkahˑ iddahˑ danˑ 

mut’ahˑ olehˑ mantan suamiˑ kepadaˑ mantanˑ istriˑ, karenaˑ tidakˑ sedikitˑ 

dalamˑ realitanyaˑ setelahˑ selesaiˑ pelaksanaan ikrarˑ talakˑ suami pergiˑ danˑ 

tidakˑ diketahuiˑ kemanaˑ rimbanyaˑ, sedangkan mantanˑ istriˑ harusˑ menjalani 

masaˑ iddahˑ danˑ kebingunganˑ dalamˑ mencukupi kebutuhanˑ hidupnyaˑ 

terutamaˑ dalamˑ masaˑ iddahˑ. Sehinggaˑ halˑ iniˑ membuatˑ mantanˑ istriˑ 

bingungˑ danˑ akhirnya mengaduˑ keˑ Pengadilanˑ Agamaˑ mempertanyakan 

hakˑ nafkahˑ iddahˑ danˑ mut’ahnyaˑ. Bagaimanaˑ tidakˑ, senyatanyaˑ beberapa 

putusan pengadilanˑ agamaˑ telahˑ membebankanˑ seorang suami untukˑ 

membayarˑ nafkahˑ iddahˑ danˑ mut’ahˑ yangˑ tertuang dalamˑ putusanˑ dapat 

mencerminkan nilai-nilai keadilan sebagaimana diamanatkan hasil 

amandemen Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945. 

Selain itu banyak putusan hakim yang pertimbangan hukumnya terlalu 

normatif dan tidak mencerminkan nilai keadilan, kurang menggali nilai-
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nilai yang hidup di masyarakat, lebih suka menjadi corong undang-undang 

dan tidak berani melakukan penemuan hukum dan pembaruan hukum 

Tujuan utama orang datang ke pengadilan ialah untuk menyelesaikan 

sengketa dengan mengharapkan penyelesaian yang efektif, efisien, tuntas 

dan final sehingga memuaskan. Oleh karena pentingnya akan hal tersebut 

maka hakim harus mampu menjawab melalui pemikiran hukumnya yang 

bisa menjadi sebuah terobosan atau rekonstruksi hukum sebagai hasil 

ijtihad dalam hal ini menentukan masa pembayaran nafkahˑ iddahˑ danˑ 

mut’ahˑ yangˑ dituangkanˑ dalamˑ amarˑ putusanˑ denganˑ menjabarkan danˑ 

mengimplementasikan maksud dari PERMA Nomor 3 Tahun 2017. 

Dengan lahirnya PERMAˑ Nomorˑ 3ˑ tahunˑ 2017ˑ tentunyaˑ menjadiˑ 

peganganˑ dalamˑ memperhatikan keadilanˑ perempuanˑ dalamˑ halˑ iniˑ 

memberikanˑ kepastianˑ akanˑ hakˑ nafkahˑ iddahˑ dan mutˑ’ahnyaˑ. Hanya saja 

Hakim dituntut mampu memberikan pertimbangan hukum (legal 

reasoning) yang matang dalam putusannya tersebut. Sebagaimana telah 

maklum bahwa putusan merupakan produk pengadilan dan mahkota 

hakim. Putusan harus memuat 3 (tiga) aspek yang ada dalam pertimbangan 

hukum (legal reasoning) yakni yuridis (kepastian hukum), nilai sosiologis 

(kemanfaatan), dan filosofis (keadilan).  

Pertamaˑ, aspekˑ yuridisˑ, bahwaˑ langkahˑ dalamˑ menetapkanˑ 

pembayaran nafkahˑ sebelumˑ mengambil akta cerai pada dasarnya tidak ˑ 

menyalahiˑ ketentuan perundangˑ-undanganˑ yangˑ adaˑ diˑ Indonesiaˑ, selain 

didukung PERMAˑ Nomorˑ 3ˑ Tahunˑ 2017ˑ hal iniˑ juga sebagaimana 
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maksud UU Noˑ. 48ˑ Tahunˑ 2009ˑ yang menyatakan “pengadilan dilarangˑ 

menolakˑ untukˑ memeriksaˑ, mengadiliˑ danˑ memutusˑ sesuatuˑ perkaraˑ yangˑ 

diajukanˑ denganˑ dalihˑ bahwaˑ hukumˑ tidakˑ adaˑ atauˑ kurangˑ jelasˑ, 

melainkanˑ wajibˑ untukˑ memeriksaˑ danˑ mengadilinyaˑ”
108

 danˑ Pasalˑ 5ˑ 

Ayatˑ (1ˑ) bahwaˑ “hakimˑ danˑ hakimˑ konstitusiˑ wajibˑ menggaliˑ, mengikutiˑ 

danˑ memahamiˑ nilaiˑ-nilaiˑ hukumˑ danˑ rasaˑ keadilanˑ yangˑ hidupˑ dalamˑ 

masyarakatˑ”. Ketentuanˑ tersebutˑ membuktikanˑ bahwaˑ tugasˑ hakimˑ tidakˑ 

hanyaˑ mengadiliˑ berdasarkanˑ hukumˑ yangˑ adaˑ, akanˑ tetapiˑ harusˑ 

menciptakanˑ danˑ menemukanˑ hukumˑ berdasarkanˑ pandanganˑ danˑ nilaiˑ-

nilaiˑ hukumˑ yangˑ hidupˑ diˑ masyarakatˑ. 

Seorangˑ suamiˑ yangˑ telahˑ menceraikanˑ istrinya wajibˑ memberikanˑ 

nafkahˑ iddahˑ danˑ mut’ahˑ, halˑ iniˑ sesuaiˑ denganˑ ketentuan dalamˑ Pasalˑ 

149ˑ huruf a danˑ b KHI, bilamanaˑ perkawinanˑ putusˑ karenaˑ talakˑ, makaˑ 

bekasˑ suamiˑ wajibˑ:  

a. Memberiˑ mut’ahˑ yangˑ layakˑ kepadaˑ bekasˑ istrinyaˑ, baikˑ berupaˑ uangˑ 

atauˑ bendaˑ, kecualiˑ bekasˑ istriˑ tersebutˑ (ditalakˑ) qablaˑ adˑ-dukhulˑ.  

b. Memberiˑ nafkahˑ, maskanˑ (tempatˑ tinggalˑ) danˑ kiswahˑ (pakaianˑ) 

kepadaˑ bekasˑ istriˑ selamaˑ masaˑ idah, kecualiˑ bekasˑ istriˑ telahˑ dijatuhiˑ 

talakˑ ba‘inˑ atauˑ nusyuzˑ danˑ dalamˑ keadaanˑ tidakˑ hamilˑ.  

Ketentuan dalam KHI diˑ atasˑ hanyaˑ mengaturˑ tentangˑ wajibnyaˑ 

suamiˑ memberikanˑ hakˑ nafkahˑ iddahˑ danˑ mut’ahˑ kepadaˑ istriˑ, akanˑ tetapiˑ 
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tidak terdapat ketentuan yangˑ mengakomodir dalam penjaminan 

pembayaranˑ nafkahˑ iddahˑ danˑ mut’ahˑ terhadapˑ istriˑ oleh suami.  

Keduaˑ, aspek sosiologis, pertimbangan aspek sosiologis ini pada 

dasarnya menekankan bagaimana hukum bisa diterima masyarakat yang 

dalam hal ini bagi suami-istri.
109

Dalam pembebanan nafkahˑ iddahˑ danˑ 

mut’ahˑ juga perlu dilakukanˑ denganˑ komunikasi persuasif, yakni dengan 

tidakˑ sertaˑ mertaˑ menghukum untukˑ membayarˑ denganˑ jumlahˑ yangˑ 

ditentukanˑ, akanˑ tetapiˑ melihatˑ dan mempertimbangkan segiˑ kesanggupan 

danˑ ˑkepatutan suami untukˑ membayarˑ. Jika sudah ada ketetapan jumlah 

yang disanggupi oleh suami, maka tidak ˑ adaˑ alasanˑ bagiˑ suamiˑ tidakˑ 

mampuˑ membayar karena telah sepakat dengan apa yang dibebankan 

kepadanya, dan istri juga tentunya dapat menerima secara legowo tanpa ˑ 

adaˑ yangˑ merasaˑ rugiˑ danˑ dirugikanˑ sehinggaˑ mencapaiˑ kemanfaatanˑ bagiˑ 

keduaˑ belahˑ pihakˑ yangˑ berperkaraˑ.
110

 

Ketiga, aspek filosofis, aspek ini menitik beratkan kesesuaian 

putusan dengan pandangan falsafah masyarakat dan sesuai dengan asas 

keadilan.
111

 Pertimbanganˑ pembayaranˑ nafkahˑ iddahˑ danˑ mut’ahˑ yangˑ 

dilakukanˑ sebelumˑ mengambil akta cerai merupakanˑ ijtihad dariˑ hakimˑ 

secaraˑ kolektifˑ. Kebijakanˑ tersebutˑ dilakukanˑ sebagaiˑ langkahˑ dalamˑ 

menegakkanˑ hukumˑ danˑ memperjuangkanˑ hakˑ nafkahˑ istriˑ yangˑ 
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seharusnya dipenuhi oleh suami bahwa penegakan hukum oleh hakim 

tidak semata-mata persoalan yang menyangkut ketrampilan teknikal, 

melainkan lebih menyangkut pada kecerdasan intelektual, kematangan dan 

keseimbangan antara rasionalitas dengan nurani serta emosionalitas. 

Pemberlakuan aturan hukum sendiri tidakˑ luputˑ dariˑ dasarˑ kekuatanˑ 

filosofisˑ yangˑ menyangkutˑ pandanganˑ mengenaiˑ intiˑ atauˑ hakikatˑ dariˑ 

kaidahˑ hukumˑ dalamˑ halˑ iniˑ untukˑ menjaminˑ keadilanˑ, ketertibanˑ danˑ 

kesejahteraanˑ. 

Ijtihadˑ hakimˑ diperbolehkanˑ secara hukumˑ, karena hakimˑ 

diposisikanˑ sebagaiˑ mujtahidˑ yangˑ harusˑ mengambilˑ kesimpulanˑ danˑ 

menetapkanˑ hukumˑ. Ijtihadˑ seorangˑ hakimˑ diharamkanˑ apabilaˑ perkaraˑ 

yangˑ sudahˑ adaˑ hukumnyaˑ danˑ telahˑ ditetapkanˑ berdasarkanˑ dalilˑ-dalilˑ 

yangˑ qat’iˑ, jadiˑ apabilaˑ adaˑ perkaraˑ yangˑ tidakˑ mempunyaiˑ ketetapanˑ 

hukumˑ atau ada aturan akan tetapi dirasa belum maksimal dalam 

memberikan kepastian, kemanfaatan dan keadilan hukum ˑ, makaˑ hakimˑ 

dituntutˑ berijtihadˑ asalkanˑ tidakˑ menyalahiˑ peraturanˑ-peraturanˑ yangˑ adaˑ 

danˑ dipergunakanˑ untukˑ menegakkanˑ keadilanˑ danˑ kemaslahatanˑ ummatˑ. 

Dengan ijtihad hakim dalam menentukan masa pembayaran nafkah iddah 

dan mut’ah maka halˑ iniˑ sesuaiˑ denganˑ tujuanˑ hukumˑ, yaituˑ teoriˑ etisˑ 

yangˑ semataˑ-mataˑ keadilanˑ yangˑ berdasarˑ padaˑ Ilustitiaˑ estˑ constansˑ etˑ 

perpetuaˑ iusˑ suumˑ cuiqueˑ tribuereˑ yangˑ artinyaˑ memberikanˑ kepadaˑ 

setiapˑ orangˑ apaˑ yangˑ menjadiˑ bagianˑ atauˑ haknyaˑ . 
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Dalam hal ini sikap tergugat terhadap putusan Pengadilan Agama 

Martapura yang didalam amar putusannya menyertakan menghukum 

tergugat untuk membayar semua nafkah Iddah maupun Mut’ah dan nafkah 

Anak sebelum mengambil Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan 

Agama Martapura pasca adanya PERMA Nomor 3 tahun 2017 yang telah 

di wawancarai Penulis, Tergugat tidak tahu sama sekali dengan adanya 

aturan PERMA Nomor 3 tahun 2017 Tentang Hak-Hak Perempuan Pasca 

Perceraian yang diajukan Pihak istri di Pengadilan Agama Martapura, dari 

hasilnya ada yang menerima putusan yang ditetapkan oleh Majelis Hakim, 

ada diantaranya yang merasa terpaksa menerima putusan Majelis Hakim 

dan ada yang keberatan atas putusan Majelis Hakim.  

Dampaknya menghukum Tergugat tidak bisa mengambil Akta 

Cerai sebelum Tergugat membayar nafkah yang telah diputuskan oleh 

Majelis Hakim, Tergugat yang menerima atau tidak merasa keberatan atas 

putusan hakim sangat mengapresiasi terhadap pemerintah yang telah 

membuat PERMA Nomor 3 tahun 2017 Tentang Hak-Hak Perempuan 

Pasca Perceraian, yang menurut Tergugat dengan adanya PERMA tersebut 

hak-hak perempuan pasca perceraian menjadi terjamin termasuk 

pembebanan yang diberikan oleh hakim kepada Tergugat itu termasuk 

bentuk dari penerapan dari PERMA tersebut, untuk kebaikan bersama juga 

karena untuk memenuhi hak mantan istri, tak masalah memberikan nafkah 

kepadanya karena hitung-hitung sebagai pemberian terakhir sebelum 

berpisah. Dampak yang diterima mereka atas sikap menerima putusan 
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hakim tersebut ialah mereka mendapatkan haknya yaitu akta cerai yang 

bisa mereka gunakan kembali untuk keperluan selanjutnya. Mereka yang 

menerima putusan hakim ini termasuk bagian dari taat hukum. 

Pihak Tergugat yang terpaksa menerima putusan hakim, mereka 

merasa keberatan lantaran faktor ekonomi pendapatan Tergugat yang 

dibawah rata-rata, namun Tergugat terpaksa menjalankan putusan hakim 

tersebut lantaran Tergugat ingin memanfaatkan akta cerai tersebut guna 

keperluan untuk menikah lagi. Dampak yang diterima atas sikap terpaksa 

ini ialah mereka juga mendapatkan haknya yaitu memperoleh akta cerai 

yang merupakan tujuan dari mereka menaati putusan hakim tersebut. 

Sikap keterpaksaan ini termasuk taat hukum walaupun mereka menaati 

suatu putusan atau hukum tersebut terpaksa karena ada sesuatu yang 

diincar mereka. 

Dan pihak Tergugat yang Keberatan atas adanya pembebanan yang 

diberikan oleh majelis hakim kepada Tergugat tersebut dilatarbelakangi 

atas dasar faktor ekonomi yang tidak berkecukupan juga karena jengkel 

terhadap mantan istri. Tergugat menyampaikan tidak mau membayar 

pembebanan tersebut meskipun akta cerai tidak bisa diambil sampai 

sekarang. Dampak atas sikap keberatan tersebut mereka tidak bisa 

mendapatkan haknya yaitu tidak bisa memperoleh akta cerai sebelum 

mereka membayar pembebanan tersebut. Sikap keberatan ini termasuk 

tidak taat hukum. 
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Berkaitan dengan hal tersebut dapat dilihat bahwa Mengenai Hak-

hak istri pasca perceraian jika cerainya diajukan secara Cerai Gugat, Hak-

hak istri bisa dipenuhi, asal dengan syarat istri tidak nusyuz, sehingga 

ketika istri nusyuz semua hak-haknya gugur. Dan selama ini belum ada 

cerai gugat yang berujung kepada permintaan nafkah, karena memang 

adanya cerai gugat ini yang diinginkan oleh pihak isteri hanya cerainya 

saja, meskipun jika suami itu lalai dalam memberikan nafkah istri boleh 

menggugat nafkah tersebut, sehingga dalam hal ini harus murni suami 

yang salah, kalau istrinya yang salah ya itu bisa menggugurkan hak-hak 

istri, seperti nafkah mut’ah nafkah iddah. Secara fiqh istri kalau 

mengajukan cerai gugat itu tidak mendapatkan hak- hak nafkah, namun 

secara PERMA Nomor 3 tahun 2017 istri boleh meminta nafkah, namun 

garis bawahnya istri tidak boleh nusyuz. 

Bahwa dari uraian diatas dapat ditarik sebuah benang merah, 

adanya PERMA Nomor 3 tahun 2017 tidak serta merta menjadikan hakim 

untuk tunduk dan patuh kepada PERMA tersebut, karena memang 

terkhusus dalam ranah Peradilan Agama hukum materil yang digunakan 

sebagai rujukan adalah fiqh, sehingga meskipun pihak istri mempunyai 

hak untuk mendapatkan nafkah pasca perceraian, namun ketika istri yang 

mempunyai inisiatif untuk bercerai dengan suami, maka gugurlah hak istri 

tersebut, meskipun dalam hal ini PERMA Nomor 3 tahun 2017 

menjebatani untuk tidak mendiksriminasikan hukum, namun ini bukan 

diskriminasi hukum akan tetapi sebuah keadilan, kepastian hukum serta 
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jaminan hukum yang memang telah diatur sedemikain wujudnya, yang 

telah disepakati oleh para fuqoha, sehingga tidak bisa serta merta dirubah 

dengan paradigma yang tidak sesuai dengan maqashidus syar’i. 


